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ABSTRAK

ANDI ISMA HERDIYANTI B 111 06 223, Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Retribus! Pelayanan
Persampahan / kebersihan Di Kola Makassar. (dibimbing cleh Bapak
Prof. Dr. Abdul razak S.H,M.H sebagal pembimbing | dan Bapak Ruslan
Hambali S.H,M.H sebagai pembimbing Il)

Penelifian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi
Peraturan Daerah MNomor 14 Tahun 1989 Tentang Retribusi
Persampahan / kebersihan Kota Makassar dan untuk menegetahui fakior-
faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Perda No 14
Tahun 1988 Dikota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar khususnya di daerah
Kecamatan Ujung Pandang kelurahan Maloku dengan mengambil 30
orang sebagai responden dan melakukan observasi langsung terhadap
objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung dan
pembagian quisioner yang disajikan dalam bentuk quisioner tertutup yaitu
dengan menyediakan jawaban yang akan dipilh oleh respanden,
disamping itu juga diadakan wawancara dengan pihak dinas Pertamanan
dan Kebersihan Kota Makassar, kemudian diolah dan dianalisis secara
kuantitatif dan secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat
deskriptif.

Dari hasil peneliian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa
sejauh ini Implementasi Peraturan Daerah Nomar 14 Tahun 1959 sudah
berjalan baik hal ini ditandal dengan semakin meningkatnya realisasi
penerimaan retribusi dari tahun 2008 ke 2009.. Namun, tidak dipungkiri
bahwa mungkin masih ada beberapa daerah / tempat yang potensi
sampahnya masih tergolong banyak hal ini disebabkan oleh banyaknya
komposisi sampah yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang
memadai selain itu juga kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri
untuk membayar retribusi pelayanan persampahan menjadi faktor yang
sangat mempengaruhi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Pembangunan  nasional  merupakan rangkaian  upaya
pembangunan yang berkesinambungan meliputi kegiatan kegiatan
pemerintahan MNegara yang saat Inl tidak lagi terbatas pada
penyelenggaran tugas-tugas umum seperti pengaturan dan pelayanan
kepada masyarakat.Tetapi, juga menyangkut kegiatan pembangunan
dalam sewa rugl kehidupan demi terwujudnya tujuan nasional.

Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah mempunyai misi
untuk membuat berbagai kebijakan (public regularity) dan memberkan
pelayanan dasar (basicservice) dalam rangka meningkatkan
kessjahteraan masyarakat sesuai dengan ungkapan oicnomy is auto
money { otonom sama dengan kemandirian di bidang keuangan ), maka
setiap daerah otonom dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatan asli
daerahnya masing-masing. Salah satu sumber pendapatan daerah
adalah pajak dan retribusi.

Pemerintah Pusat dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dengan prinsip desentralisasi, telah memberi
kewenangan kepada daerah untuk dapat memungut pajak dan retribusi
daerah. Hal ini dengan tegas disebutkan pada pasal 21 Undang-undang
nomor 32 tahun 2004,



Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan
Undang-undang nomor 18 Tahun 1857 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menunjukkan bahwa:

1 Berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan
daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih

luas, nyata dan bertanggung jawab.

2 Dalam penyelenggaraan ofonomi daerah, dipandang periu
menekankan  prinsip-prinsip  demokrasi, peran sera
masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

3. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah salu
sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerntahan daerah dan pembangunan
daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional
pada hakekatnya diarahkan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap
daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya.Selain itu
juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang
merata Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan yang
berkesinambungan.maka dari itu Negara dituntut menggali seoptimal
mungkin sumber-sumber keuangannya seperti pajak dan retribusi yang
merupakan sumber pendapatan asli daerah,

Sebagai daerah otonomi daerah memiliki kewenangan dan
tanggung jawab yang menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya



berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan
pertanggung jawaban kepada masyarakat

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pertumbuhan
perekonomian di daerah diperiukan penyediaan sumber-sumber
pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber darl retribusi daerah
sehingga hasilnya memadai. Retribusi daerah selain sebagal salah satu
sumber penerimaan bagl pemerintah daerah juga merupakan faktor yang
dominan peranan dan kontribusinya untuk pembangunan daerah.
Retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesual dengan
objeknya.

Objek retribusi jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan
oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintan Nomor 66
Tahun 2001 terdapat 3 (tiga) jenis objek retribusi. Jasa-jasa tersebut
dikenakan pada jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Ketiga
objek tersebut merupakan acuan pemerintah daerah dalam membuat
peraturan daerah tentang refribusi sebagal sumber pendapatan asli
daerah selain pajak.

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan kota
Makassar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1699
adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab . sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam



rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah.
Selain mengatur retribusi persampahan peraturan daerah ini juga
mengatur tentang tata cara pelayanan persampahan dan kebersihan
dikota Makassar. sebagai salah satu kota tujuan wisata kebersinan
merupakan aspek yang paling penting yang harus diperhatikan oleh
semua pihak.Dalam rangka mensukseskan gerakan Makassar bersih
seperti yang telah diprogramkan oleh walikota Makassar maka
dikeluarkaniah surat edaran walikota tentang pembagian jadwal untuk
setiap unit kerja yang dikenal dengan “jumat bersih’. Dalam kegiatan ini
telah dibagi masing-masing unit kerja pada jalan-jalan yang telah
ditentukan. Walikota juga mengimbaukan kepada masyarakat agar
sekiranya dapat meluangkan wakiu untuk melakukan pembersihan di
lingkungannya masing-masing.

Jika kita melihat situasi dan kondisi kota Makassar dewasa ini
dapat kita simpulkan bahwa kota Makassar adalah kota yang tingkat
intensitas kegiatannya tergolong tinggi sehingga seringkali diperhadapkan
dengan masalah—masalah lingkungan sebagai akibat dari pembangunan
kota itu sendii. Masalah yang dominan terjadi salah satunya yaitu
sampabh (limbah padat perkotaan)

Perkembangan kota menuntut keseimbangan lingkungan sehingga
pengelolaan sampah kota bertujuan untuk melayani penduduknya
terhadap sampah yang dihasifkan. Selain itu juga ikut serta dalam



memelihara kesehatan masyarakat, Serta, menciptakan suaiu lingkungan
yang asri, bersih, dan sehat.

Kecamatan Ujung Pandang adalah salah satu kecamatan yang.
memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman dan pendidikan tinggi,
selain Itu juga sebagai kawasan jasa pelayanan kesehatan, pelayanan
sosial umum, industry, dan perdagangan. Dengan demikian tidak
mengherankan jika kecamatan Ujung pandang merupakan salah salu
daerah penghasil sampah yang cukup tinggi. Hal ini terihat dan
banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa tm'lprut pembuangan
sampah. Hal ini jelas saja mengkhawalirkan karena jika tidak mendapat
perhatian yang serius dari semua pihak maka akan menimbulkan
Masalsh. Sampah merupakan faktor penyebaran berbagali macam
penyakit.

Seperti kita ketahul bshwa kebersihan lingkungan sangal
berpengaruh terhadap kesehatan sehingga pemeliharaan lingkungan
beserta prasarana pengelolaannya merupakan suatu Yyang harus
diperhatikan. Maka dari ftu pemerintah melalui dinas terkait juga telah
menyediakan berbagal sarana kebersihan seperti menyediakan bak
sampah pada sarana-zarana umum misalnya saja di daerah jalan-jalan
pertokoan, dan tempat wisata. Selain itu pemerintah juga melakukan
penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan
dalam lingkungan.



Sebagaimana ungkapan yang mengatakan ‘kebersihan it bagian
dari iman', 'bersih itu indah' sebagaimana yang sering kita jumpai di ruas-
ruas jalan. Namun, sebanyak apapun ungkapan yang kita jumpai jika
tidak ada kesadaran dari dalam diri kita untuk tidak membuang sampah di
gsembarangan tempat maka semua itu hanyalan akan menjadi sia-sia.
Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya orang yang seenaknya
membuang sampah di sembarangan tempat contohnya saja di ruas
jalan, di angkot (kendaraan umum). Oleh karena itu program gerakan
Makassar bersih ini sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat itu
sendiri.

Melihat hal ini pemerintah merasa perlu melakukan upaya-upaya
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan
lewat kampanye ataupun upaya pendidikan yang mengangkat tema
tentang lingkungan sejak dini. Program-program terbaru seperti 3R
(recycle, reuse, reduction ) di lokasi-lokasi yang terdapat banyak sampah.
Selain itu penghijauan juga sebalknya kembali di integrasikan dan
dikembangkan untuk mempercantk wajah kota. Mengandalkan
perbaikan fislk hanya dengan cara-cara konvensional ( membersikan,
mengangkut, membuang sampah ) mungkin hanya akan berujung pada
kekurangan danaatau kurang efisien dalam jangka waktu yang lama.

Daerah otonom yang diberi kewenangan memungut pajak dan
retribusi daerah, harus terlebih dahulu ditetapkan melalui kebijakan
Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Demikian pula kota



Makassar selaku daerah otonom, dalam memungut pajak dan retribusi
harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Konsekuensi bagi Pemerintah kota Makassar dalam rangka
melakukan pungutan pajak dan retribusi yang sesual dengan amanat
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi, maka
terlebin dahulu harus membentuk rancangan Peraturan Daerah,
kemudian disosialisasikan sebelum ditetapkan berlakunya.

Pembentukan Peraturan Daerah  Nomor 14 Tahun 1998
berkenaan dengan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan harus
efektif baik dari segi pembentukannya itu sendin maupun dar segi
pelaksanaannya. Jika pembentukannya tidak efektif, maka akan
mempengaruhi pula pelaksanaannya yang tidak efektif,

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tidak hanya
mengedepankan sanksi, tetapi yang lebih penting adalah terbangunnya
sikap partisipatif dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran Perda Nomor 14 Tahun
{069 menuntut agar semua pihak menaatinya. Namun, pada
kenyataannya sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak
mengindahkan aturan tersebut Bagaimana bentuk ‘peranan atau
implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 18989 di masyarakat
merupakan pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam
tulisan yang terangkum dalam bentuk judul



* implementas| Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1929 tentang

Retribusi Persampahan / Kebersihan di Kota Makassar.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah MNomor 14
Tahun 1998 tentang Retribusi Persampahan (kebersihan) di
Kota Makassar khususnya di kelurahan Maloku kecamatan
Ujung Pandang.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Perda
Namor 14 tahun 1999.

Tujuan Penelitian

1. Untuk megetahui sejauh mana implementasi Perda Nomor 14
Tahun 1998 tentang Refribusi Persampahan (kebersihan)
Dikota Makassar khususnya di kelurahan Maloku kecamatan
Ujung Pandang.

2 Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengruhi
implementasi Perda Nomor 14 Tahun 1999 di Kola Makassar.

Kegunaan Penelitian

1. Imbauan pada masyarakat pada umumnya untuk menaati
sefiap produk hukum dan menyadari bahwa kebersihan
lingkungan merupakan kebutuhan kita bersama sehingga periu
dijaga dan dilestarikan.



e

2. Masukan bagi pemerintah untuk semakin mmeningkatkan
upaya-upaya  pelestarian  lingkungan  dan bentuk

pengelolaannya.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah
1. Otonomi Daerah

Otonomi atau autonomi barasal dari bahasa yunani yaitu ‘auto’
yang berarti sendiri dan ‘nomo’ yang berarti hukum atau peraturan.
Otonomi juga dapat berarti sebagai pengundangan sendir. Mengatur
atau memerintahkan sendin atau pemerintahan sendir. Sedangkan
daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian secara Istilah otonomi daerah adalah wewenang
atau kekuasaan pada suatu daerah yang mengatur dan mengelolah untuk
kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih
luas lagi yaitu wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang
mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat
itu sendid., Mulal dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan
keuangan termasuk sosial, budaya, dan ideoclogl yang sesuai dengan
tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Dalam literature belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri
(zelfregeling) yang oleh Van Vollen Hoven (sarundajang 1999 :@ 33)
otonomi  dibagi atas zelfwelgeving ( membuat undang-undang sendin)
leffuitvoering {melaksanakan sendiri) zelfrechtspraak (mengadili sendiri)
dan zelf politie (menindaki sendir).
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Menurut koescemaadmaja ( sarundajang, 1989 : 33 )
mengemukakan bahwa :

“menurut perkembangan sejarah di Indonesia otonomi selain
mengandung arti perundangan juga mengandung  arti
pemerintahan (bestuur).” .

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjulriya disebut
Undang-undang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa !

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus difinya sendir, urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sasual
dangan perundang- undangan.”

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka system
birokrasi pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk menumbuh kembangkan
daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan menaikkan daya
saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-fakior yang
meliputi kemampuan orang/badan yang menjadi pelaksana, kemampuan
dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan daiam
berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu
seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter,

fiscal dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan
pemerintah pusat,
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Tujuan otonomi adalah untuk mencapal efisiensi dan efektifitas
dalam pelayanan dalam masyarakat. Dampak pamberian otonomi daerah
tidak hanya terjadi pada organisasi / administrasi lembaga pemerintahan
daerah saja melainkan beriaku juga dalam masyarakat, badan atau
lembaga swasta dalam berbagal.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Pasal (1) angka (8)
daerah otonom :

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakst setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu daerah dapat dikatakan otonom apabila disamping sanggup
melaksanakan pengaturan secara otonom, juga sanggup melaksanakan
permerintahan secara otonom.

Tidak semua daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom, ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi utnuk menjadi sebuah daerah
otonom, Syarat-syarat tersebut adalah sebagal berikut |

1. Adanya kesiapan sumber daya masyarakat/aparatur yang

berkeahlian

2. Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai

urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, masyarakat
sesual kebutuhandan karakteristik daerah,

3. Otonomi Daerah yang diterapkan adalah otonomi dalam koridor

Megara kesatuan republik Indonesia.
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Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi,

keadilan, pemerataan dan keanekaragaman.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan
daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan bahwa :

Pemerintah daerah adalah Gubemur, Bupati atau Wallkota dari

perangkat daerah sebagal unsur penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Kepala daerah dan wakiinya dipilih secara langsung oleh rakyat
yang persyaratan dan tata caranya telah ditetapkan oleh Undang-undang.
Dalam penyelenggaraan pemeriniahan daerah kepala daerah dibantu
perangkat daerah yang terdiri dari sekda, sekretariat DPRD, dinas daerah
dan lembaga tekhnis daerah dan khusus untuk daerah kabupaten/kota
ditambah dengan kecamatan dan kelurahan.

Gubemur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula seiaku
wakil pemerintah daerah dalam arti untuk menjembatani dan
memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaran urusan pemerintahan pada strata pemerintahan
kabupaten dan kota.



4. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah merupakan kebijakan umum pada ftingkat
Daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legisiatif
sebagal pelaksanaan azas desensentrasi dalam rangka mengatur dan
mengurus rumah tangga Daerah.

Peraturan daerah juga dapat diartikan sebagai naskah dinas yang
berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan
otonomi daerash dan fugas pembantuan atau untuk mewujudkan
kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan
pemerintahan daerah yang dotetapkan oleh kepala daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah. Dengan kata lain
Peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintahan daerah itu
sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran
lebih lanjut dari Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat dan
berlaku dalam wilayah daerah otonom yang bersangkutan. Menurut
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum matpun peraturan
daerah lainnya.

Undang-undang Pemerintahan Daerah memuat ketetuan sebagai

berikut :
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1. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, Sﬁlﬁj‘ﬂlh"‘l’é e 1&,:?%\
atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan bqraful‘ﬂn ", g

\
perundang-undangan. -x - ATTRY

1, "'-',_-.—_-.' 2
2. Ancaman pidana kurungan paling lama 8 (enam) bulan atau
denda administrasl sebesar maksimal Rp. 50.000.000 ( lima

puluh juta rupiah)

Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat
mengatur di undangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah

agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikal.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan
pemerintah daerah. Artinya gagasan boleh jadi berasal dari DPRD

maupun pemerintah daerah. Rancangan peraturan pemerintahan daerah
yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD
dengan nota pengantar. Sedangkan, rancangan peraturan daerah yang
berasal dari usulan prakarsa DPRD disertal penjelasannya yang
disampalkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya
akan diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota DPRD untuk

dibahas dalam siding DPRD.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1899 menetapkan tekhnis
penyusunan peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan

Undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancanagan

keputusan presiden.
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Kerangka peraturan Perundang-undangan berdasarkan lampiran |
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 yaitu |

1. Judul
2. Pembukaan
3. Batang tubuh

4. Penutup
5. Penjelasan

6. Lampiran

Adapun penjelasan lebih lanjut dan kerangka peraturan

Perundang-undangan tersebut adalah :

1. Judul

Penamaan atau judul adalah bagian awal dari peraturan
Perundang-undangan yang harus dapat mencerminkan secara singkat
dan jelas Isi dari peraturan daerah. Penulisan nama atau judu! ini harus

didahului dengan nama dan jenis peraturan Perundang-undangan nomor

dan tahun pembuatannya.

2. Pembukaan
Pembukaan pada peraturan Daerah adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan

b. Perkataan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA®
c. Pejabat yang berwenang untuk memetapkan peraturan daerah
d. Konsiderans yang ditetapkan dengan kata-kata "*menimbang”

e. Dasar hukum yang diawall denga kata-kata “mengingat’
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f. Frase “dengan persetujuan bersama DPRD dan Gubemur
/BupatiWalikota

g. Memutuskan

h. Nama Peraturan Daerah yang bersangkutan
3. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Daerah pada setiap aspek dari substansi
atau materi yang hendak diatur oleh Peraturan Daerah. Setiap aspek
dan substansi ini pada dasamya dirumuskan dalam bentuk Pasal-pasal.
Pada umumnya pengelompokan dalam batang tubuh terdin atas |

a. Ketentuan umum

b. Materi pokok yang diatur

c. Ketentuan pidana

d. Ketentuan peralihan

e. Ketentuan penutup
4. Penutup

Penutup adalah bagian akhir suatu Peraturan Daerah yang
memuat rumusan pengumuman dan penandatanganan. perintah
Perundangan Peraturan Daerah yang harus dimuat dalam lembaran
daerah yang berbunyi : bahasa Indonesia

“agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah *

5. Penjelasan
Ada saatnya Peraturan Daerah juga memeriukan penjelasan, baik

itu penjelasan dan penjelasan pasal. Pada bagian penjelasan umum
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biasanya dimuat politik hukum yang melatar belakangi penerbitan pratura
daerah. Pada bagian penjelasan pasal dijelaskan makna dari noma-
norma yang terkandung di dalam setiap pasal dalam setiap batang tubuh.
6. Lampiran

Apabila peraturan daerah memeriukan suatu penjabaran tekhnis
yang lebih terperinci, penjabaran tersebut dapat dietakkan pada bagian
lampiran.
8. Gambaran Umum Mengenai Retribusi
1. Pengertian Dan Dasar Hukum

1.1 Pengertian

1.1.1 Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi diartikan
sebagai pelaksana, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud
mencari tentang hal yang disepakati dulu. Studi implementasi muncul
oleh karena adanya rangsangan oleh keinginan-keinginan untuk mencari
jawaban dari berbagai kegiatan atau program yang tidak berhasil
mencapal berbagai fujuan serta sasaran-sasaran negara Yyang
diharapkan.

Menurut Salusu (2000 : 165), Implementas adalah :

*seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan,
Suatu yang sederhana dan mudah dimengerti, “ambil pekerjaan
dan laksanakan’.

Suatu defenisi yang amat sederhana karena hanya berbentuk
suatu istilah, tetapi kata “jaksanakan” memerlukan keterlibatan banyak
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orang, uang dan keterampilan. Demikian pula kata “kerjakan”
memeriukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan
organisasi dari apa yang tersedia. Dengan kata lain implementasi
adalah sualu proses yang memerukan ekstra sumber agar dapat

memecahkan masalah pakerjaan.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarmo (2008: 145), berpendapat
bahwa Implementasi adalah :

“apa yang terjadi setelah undang — undang ditetapkan yang
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit),
atau suatu jenis keluaran yang nyata”.

Pandangan tentang implementasi menurut grindle dalam Budi
Winamo (2008: 146), dengan mengatakan bahwa secara umum,
implementasi adalah “"membentuk suatu kaitan yang memudahkan
tujuan — tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu

kegiatan pemerintah®,

Menurut Subarsono (2008:89) bahwa !

“Kompleksitas Implementasi bukan saja ditunjukan oleh banyaknya
aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan
proses implementasi dipengaruhi oelh berbagai variabel yang
kompleks baik variable individual maupun vanabel organisasional,
dan masing-masing variabel tersebut saling berinteraksi satu sama

lain.

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin
dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (outpuf) maupun
sebagai suatu dampak (outcome). Implementasi juga biasa diartikan
dalam konteks “keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah
direncanakan mendapatkan dukungan, yang akhimya dampak

implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang biasa
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diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program,
Undang-undang publik, dan keputusan yudisial®, (Budi Winarmo 2008)

x;wi:mr dan Van Horn dalam Solichin (1597 : 64) menyatakan
“Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau
s'!rfaata yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan”.

1.1.1.a Implementasi Kebijakan Publik

Sunggono (1964:137-139) mengatakan bahwa :

*proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulal apabila
tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program
pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk
pencapaian tujuan kebijakan tersebut”. Pengalaman-pengalaman
yang menunjukan pada kegagalan program yang dilancarkan tidak
lain adalah sebagal akibat langsung dari masalah-masalah yang
timbul di masa implementasi program-program tersebut.”

Menurut Subarsono (2008:89) bahwa :
*Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukan oleh banyaknya
aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan
implementasi dipengaruhi oelh berbagai variabel yang
kompleks baik variable individual maupun variabel organisasional,
dan masing-masing variabel tersebut saling berinteraksi satu sama
lain.”
Daniel A. Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam Solichin
(1997.68), . - _
implementasi kebijakan adalah “kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijakan negara, yang mencakup balk usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk mpnimb_l.ﬂhan akibat atau
dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Beliau mengatakan bahwa ada 3 akfivitas utama yang paling

penting dalam implementasi kebijakan yaitu |




(1) interpretasi, yaitu merupakan aktivitas yang menerjemahkan
makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan
dapat dijalankan,

(2)organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah urntuk
menampakkan program ke dampak,

(3) aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagl
pelayan, upah dan laindain.

Dalam konteks yang sama Sofian Effendi (2000) menyatakan
bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan
atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk
menghasilkan oulcome yang diinginkan. Berbicara mengenal
proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan, tidak
mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau herl:ﬂri
sendirl. Artinya, ada proses yang dilakukan dalam upaya persiapan
implementasl dan proses "yang sebenamya” darl implementasi
kebijakan itu sendiri”.

Berbicara mengenai (tahaptahap pembuatan kebijakan,
“implementasi kebijakan, merupakan salah satu bagiannya, dimana
keseluruhan tahap tersebut adalah penyusunan agends, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian
kebijakan.” (William N. Dunn, 2007 ‘hal, 24).

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada
lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya sampai
pemerintahan paling bawah. Sefiap proses implementasi kebijakan
merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan kebijakan publik.
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Sangatiah relevan apabila dalam mengimplementasikan suatuy
kebijakan dituntut adanya peranan dari administrator publik yang baik.
Selain itu, dituntut memiliki kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan
pada berbagai tindakan yang konkrit sesuai dengan aturan-aturan
pelaksanaan suatu Kkebijakan. Rambu-rambu pelaksanaan kebijakan
mengidentifikasikan betapa pentingnya suaiu rumusan kebijakan publik
dapat diimplementasikan secara efektf.

Untuk mengetahui sejaun mana Kkeberhasilan atau kegagalan
dalam implementasi suatu kebfjakan, berikut disampalkan beberapa _
faktor yang mempangaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter
dan Van Hom dalam Winamo (2008:122), bahwa :

Empat variabel yang berpengaruh pada proses implementasi
kebilakan. Variabel - variabel tersebut meliputi :

=

. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan;

2 Komurikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan;

3. Karakteristik-kasrakteristik dari badan pelaksana;

4. Kecenderungan para pelaksana.

Lebih lanjut Van Meter dan Van Hom dalam Winamo (2008:116)

mengatakan bahwa beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap
suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan
sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi;

4. \italitas suatu organisasi,

5. Tingkat komunikasi-komunikasi ﬂ&rpulm". yang didefinisikan
sebagal janngan kerja komunikasi horizontal dan vertikal




secara bebas serta fingkat kebebasan yang relative tinggi
dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi;

6. Kaitan formal dan informal suatu badan “pembuat keputusan®
atau “pelaksana keputusan®

A

Selain aspek-aspek diatas, untuk mengukur keberhasilan
implementasi suatu kebijakan, Winarmo (2008 : 110) mengatakan bahwa

“untuk menjelaskan apakah suatu implementasi berhasil atau
tidak, peru ditentukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan,
identitas orang-orang yang dipekerjakan, dan kemajuan proyek-
proyek yang berhubungan’.

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan dapat
dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut .

1) Standar dan tujuan,

2) Sumber daya,

3) Komunikasi

4) Disposisi;

5) Struktur birokrasi;

) Jumlah pekerjaan yang telah diciptakan;
7) Identitas atau kemampuan pelaksana; dan
8) Kemajuan atau hasil yang dicapali.

Laswell dan Kaplan dalam Ermaya (1884 : 71), Implementasi
Kebijakan “merupakan suatu pelaksanaan program yang
diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek
atau upaya pelaksanaan keputusan yang teguh dan disifati oleh
adanya perilaku yang konsisten’. Masalah implementasi kebijakan
telah mendapat perhalian yang semakin besar dan ahli
adrinistrasi negara atau ahli manajemen kenegaraan. Hal ini
disebabkan  karena ketidakefektifan  pemerintah  dalam
mengimplementasikan  kebijakan dalam berbagai bidang.
Pemerintah sebenarmya mampu mengesahkan kebijakan yang
telah disahkan itu benar-benar akan menimbululkan dampak atau
peruh-ahm"r-pnﬂbﬂhﬂn tertentu yang diharapkan.




Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam
proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar
mempunyal dampak atau tujuan yang di inginkan.

Menurut Van Meter dan Van hom membatasi implementasi

kebijakan sebagai

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau

kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan

untk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan  kebijakan sebelumnya. Tindakan ini
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan
untuk menjadl tindakan-tindakan operasional dalam kurun wakiu
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk
mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan
oleh keputusan-keputusan kebijakan. (dalam Budi Winamo 2008:
146)

Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards adalah “salah
saty tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagl masyarakal Yyang
dipengaruhinya’.(Budi Winamo 2008: 174)

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit
dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan banyaknya faktor, baik
menyangkut karakreristik program-program kebijakan yang dijalankan
maupun oleh aktor-aktor yang teriibat dalam implementasi kebijakan.
Seperti yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart, “pelaku dalam
implementasi kebljakan meliputi birckrasi, legisiative, lembaga-lembaga
pengadilan, kelompok-kelompok penekan, dan komunitas organisasi”.

(Budi Winamo 2008 2186}

Pengertian  tentang implementasi  kebijakan  tersebut
mengindikasikan suatu kebutuhan akan mekanisme atau prosedur

pelaksanaan kebijakan. Berkenaan dengan hal ini, Edwards |l dalam
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Budi Winamo (2008: 174) mengidentifikasikan empat fakior dalam
implementasi kebijakan publik yaitu :

1. Faktor komunikasi

2. Faktor sumber-sumber

3. Faktor kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku

4. Faktor struktur birokrasi

Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa proses
implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut
perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok
sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik,
ekonomi dan sosial yang langsung atau fidak langsung dapat
mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada
akhimya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun

yang tidak diharapkan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu
ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-
tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagal
hasil akhir kegiatan yang dilakukan oieh pemerintah. Sebab itu, fungsi
implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan
negara disebut sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya
terdiri dari cara-cara atsu sasaran-sasaran terientu yang dirancang
secara khugus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan
sasaran yang dikehendaki,
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1.1.2 Reftribusi

Dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 defenisi retribusl
dirumuskan pada pasal 1 angka 26, bahwa : Refribusi daerah, yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Dalam kaitan ini, Suparmoko (1992 : 84), ;

*Retribusi lalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah

dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa

yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi
tersebut.”

Penerimaan pemerintah daerah juga yang langsung
berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah.
Pentingnya retribusi daerah Ini disebabkan pemungutannya dapat
memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib retribusi
dan dapat dilakukan berulang-ulang.

Kaho (2005: 152) berpendapat bahwa :

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagal pembayaran

atas pemakaian jasa atau Karena mendapatkan jasa pekerjaan,

usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena
yang telah diberikan oleh daerah.”

Soemitro (2004: 4) menyatakan bahwa:

“Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan

jasa timbal balik (kontra Emstam"} yang langsung dapat ditunjukkan

oleh pemerintah.” Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1) Dipungut berdasarkan Undang Undang (peraturan yang
beriaku);
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2) Jasa tizin mendirikan bangunanal balik (kontra prestasi) dapat
ditunjukkan secara langsung;

3) Dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah;

4) Pembayaran tersebut memang ditujukan semats-mata oleh
pembayar untuk mendapatkan prestasi terentu dari
pemerintah;

5) Dapat dipaksa.

Dari defenisi-definisi di atas, dapat diketahul ciri-ciri dari retribusi

daerah yaitu:

a. Retribusi dipungut cleh daerah;

b. Dalam pungutan refribusi terdapat prestasi yang diberikan
daerah yang langsung dapat ditunjuk;

c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan
atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000, membagi jenis pajak dan

retribusi daerah yang menjadi kewenangan bagi daerah propingi dan
yang menjadi kewenangan bagi daerah kota dan atau kebupaten.

Selanjutnya pada pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 34

tahun 2000, menetapkan obyek retribusi daerah terdiri dari :

a. Refribusi jasa umum, adalah refribusi atau jasa yang
disadiakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk fujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan. . .

b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atau jasa yang
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip

sektor swasia.

c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas Hagh}qn
tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang. pengguna sumber daya alam,
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barang, prasarana, sarana, atau fasilitas lﬂﬁm'ili-.'-hﬂi':lﬂ,_i"_ A

melindungl kepentingan umum dan menjaga kelestarian - o'
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Obyek, jenis dan subyek retribusi daerah diatur lebih lanjut pada B /
pasal 2 sampai dengan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 66 Sy

—

2001. Pasal 2 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah nomor 66 tahun
2001 menetapkan bahwa :

(1) Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan
atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmafi oleh orang
pribadi atau badan.

(2} Jenis refribusi jasa umum, adalah !

Retribusi pelayanan kesehatan;

Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan;

Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan

sipil;

Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat,

Refribusl pelayanan parkir di tepi jalan umum;

Retribusi pelayanan pasar,

Retribusi pengujian kendaraan bermotor,

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakararn,

Retribusi penggantian biaya cetak peta;

j. Retribusi pengujian kapal perikanan; _

(3) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang
bersangkutan.

~somea pO®

Pasal 3 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah nomor 66 tahun
2001, menetapkan obyek, jenis dan subyek retribusi jasa usaha sebagai
berikut :
(1) Obyek retribusi jasa usaha adalah peiayanan yang diam:l_iakan
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
(2) Jenis refribusi jasa usaha, adalah :
. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b. Refribusi pasar grosir dan pertokoan;

c. Retribusi tempat pelelangan;
d. Retribusi terminal;
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w mpat khusus parkir;

usi pat penginapan/pesa rahan/villa;
Retribusi pmyudntanr?knkpui PR

Retribusi rumah potong hewan;

Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;

. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

K. Retribusi penyeberangan di atas air;

. Retribusi pengolahan lizin mendirikan bangunanah cair.

~F@e e

(3) Subyek retribusi jasa usaha, adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan atau menikmafli pelayanan jasa usaha
yang bersangkutan,

Pasal 4 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah nomor 86
Tahun 2001, menetapkan obyek, jenis dan subyek retribusi penzinan
tertentu sebagal berikut

(1) Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan terteniu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada
grang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungl kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

(2) Jenis retribusi perizinan tertentu, adalah:
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retribusi izin gangguan
d. Retribusi izin trayek
(3) Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Bila diperhatikan jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah otonom sebagaimana yang telah diuraikan, maka
daerah sebelum melakukan pemungutan, terebih dahulu harus
membentuk peraturan daerah yang berkenaan dengan retribusi
dimaksud dan harus diundangkan dalam lembaran daerah.

1.1.3 Sampah
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Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah
berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia ,
dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-
produk yang tidak bergerak. Sampah dapar berada pada setiap fase
materi : padat, cair atau gas.

Pengertian sampah menurut hadijoto (emalia;2003:15) sebagal
berikut :

“Sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan,
baik yang telah diambil bagian utamanya atau karena sudah tidak
ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomi tidak ada

harganya dan dari segl lingkungan dapat menyebabkan
pencemaran atau gangguan kelestarian.”

Menurut istilah lingkungan, sampah adalah Suatu bahan yang
terbuang stau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia ataupun
proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis . (manajemen, ecolink,

1996)

Selain itu menurut Prof. Radyastuti, W berpendapat bahwa

“sampah merupakan sumber daya yang telah dibuang oleh
pemiliknya tidak siap pakai.”

Berdasarkan sifatnya, jenis sampah terdiri atas .
1. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diural kembali

2 Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan
kembali
Jenis-jenis sampah yang sering kita temui dalam kehidupan

menurut Azwar (amalia;2003:16) antara lain :
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9.

- sampah basah vyaitu : jenis sampah yang berasal dari sisa

pengolahan makanan yang telah membusuk tetapi masih dapat

dipergunakan sebagai makanan oleh organisme seperti insekta

dan binatang pengerat. Sampah ini sifatnya cepat membusuk

jika tetap dibiarkan dalam keadaan basah.

sampah kering yaitu sampah yang tidak mudah mengalami

pembusukan, yang dapat digolongkan menjadi 2

sampah yang tidak mudah membusuk tetapi mudah terbakar

seperti kayu, plastik dan lain-lain

sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah

terbakar seperti logam, kaca, dan keramik.

sampah lembut yaitu sampah yang tidak dari berbagai jenis

abu yang merupakan partikel-partikel kecil yang mudah terbang

dan dapat menganggu pernapasan dan mata,

sampah berbahaya yaitu sampah yang ditinjau dari bahayanya

yang dibagi menjadi :

a. sampah potongan yaitu sampah dar rumah sakit atau Kiinik

b. sampah beracun yaitu sampah yang berupa sisa pestisida,
kertas pembungkus bahan beracun _

¢. sampah radioaktif yaitu sampah yang dar bahan-bahan
muklir

d. sampah yang meledak yaitu sampah yang berasal dari
b an petasan dan mesiu.

mpﬁuﬂ balokan yaitu sampah yang berasal dari batangan

pohon, balok dan lain-lain.

sampah bangunan yaltlu sampah yang berupa potogan-

potongan kayu, pecahan genteng ataupun bahan buangan

ang lain ) .
:amgpah industri yaitu sampah yang berasal dari kegiatan
industri

10. sampah binatang mati _
11, sampah kandang yailu sampai yang berasal darl kandang

ternak berupa sisa makanan temak dan kotoran ternak.

Sumber-sumber sampah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1

2.

3.

sampah rumah tangga

sampah pertokoan
sampah pabrik termasuk industri rumah tangga

4. sampah peternakan & pertanian

5.

sampah kontruksi

3l

e

e =



1.2. Dasar Hukum

1.21 Undang-undang

Undang-undang suatu negara diartikan sebagal suatu bentuk
pengaturan berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah negara, baik
aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan
masyarakat untuk diatur. Aspek lain dalam pengertian ini dapat diartikan
berupa aspek sosial maupun aspek filosofis dalam arti asas-asas yang
didasarkan pada alasan-alasan tertentu.

Konstitusi dapat pula diartikan sebagai keseluruhan sistem
ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan
yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan
suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-
ketertuan yang memiliki sifat legal dan yang fidak legal. Berdasar
pengertian ini undang-undang merupakan kesepakatan masyarakat
untuk diatur. Adapun Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam
peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan

Daerah dan Pasal 23A
5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Caerah
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
1.2.2 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah atau biasa disingkat PP adalah Peraturan
Perundangan-undangan di indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di dalam Undang-
undang No 10 Tahun 2004 tentang Tekhnik Pembuatan Undang-undang
bahwa Peraturan Pemerintah adalsh aturan organik daripada undang-
undang, menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih ataupun bertolak
belakang dengan peraturan lainnya.

Adapun peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum dalam
pembahasan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah.

1.2.3 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau yanng disingkat dengan Perda adalah
produk hukum dari pemerintahan daerah i sendiri dalam rangka
penyelenggaran otonomi daerah dan penjabaran lebin lanjut dari
perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat dan berlaku dalam
wilayah daerah otonom yamg bersangkutan. Adapun Perda yang menjadi
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2 Jenis-jenis Retribusi

Dari beberapa pengertian yang telah ada, maka dapat disimpulkan
ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah :

1. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata

dan langsung kepada yang berkepentingan.
2 Wewenang atas pungutan retribusi daerah adalah wewenang

dari pemerintah daerah.

3. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan
pemerintah daerah yang langsung dapat ditunjuk.

4 Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya
atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah

Retribusi dibagi atas 3 (tiga) golongan, sebagaimana yang diatur

pada Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Yaitu :

2.1 Retribusi jasa umum
Refribusi jasa umum adalah refribusi atas jasa yang disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang/pribadiatau badan (

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 28 )
Adapun yang

terdapat
Indonesia Nomor g6 Tahun 2001 antara lain

termasuk dalam retribusi jasa pelayanan umum yang
dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

e M
.



a. Retribusi pelayanan kesehatan

b. Refribusi pelayanan pesampahan/kebersihan

¢. Retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan
akte catatan sipil

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalanan umum

Retribusi pelayanan pasar

=

Refribusi pengujian kendaraan bermotor

> @

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
j. Retribusi penggantian kapal perikanan

Dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum biasanya didasarkan
pada kebijaksanaan daerah dengan memperiahatkan biaya penyediaan
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Maka dengan ini daerah mempunyal kewenangan untuk menetapkan
prinsip dan sasaran yang akan dicapal dalam menetapkan tarif retribusi
jasa umum seperti untuk menutupisebagian atau seluruhnya dengan
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu penyediaan
jasa yang bersangkutan dan membantu golongan lemah sesual dengan

pelayanan yang diberikan.

2 2Retribusi jasa usaha
Reftribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah

daesrah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada
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dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Pasal 1 ayat 29
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000)

Adapun yang termasuk dalam retribusi jasa usaha antara lain
sebagai berikut :

1.

G.

Tempat rekreasi dan olahraga

Retribusi pemakaian kekayaan daerah

2
3. Retribusi pengeloaan limbah cair
4.
S

Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa

. Retribusi tempat pelelangan

Retribusi pasar grosir atau dan pertokoan

2.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinanan tertentu adalah kegiatan tertentu oleh pemerintah

daerah dalam rangka pemberiaan izin kepada pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi penzinan teretntu sebagamana yang diatur dalam

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yaitu :

1. Refribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi [zin tempat penjualan minimum peraikohol

3. Refribusi izin trayek

4 Refribusi izin gangguan



3 Objek, Subyek, dan Wajib Retribusi
3.1 Objek Retribusi
Objek Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Mo. 86
Tahun 2001 pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh

pemerintan daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum
serta dapat dinikmati cleh orang pribadi atau badan.

3.2. Subjek Retribusi
Subjek retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 2001 pasal 2 ayat (3)adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

3.3. Wajib Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pajak
dan retribusi daerah pengertian Wajib Retribusi adalah orang atau badan
yang menurut aturan perundang-undangan retribusi wajib melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong refribusi
tertentu.
4. Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu atau
yang ditetapkan untuk menghitung besamy3 retribusi daerah yang
terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau atau dapat diadakan
pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran
tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak
dan dewasa, retribusi parkir antara motor dan mobil, retribusi pasar
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antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industry.
Besamya tanf dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat
penggunaan jasa.

Tarf retribusi ditinjau  kembali secara berkala dengan
memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarf retribusi.
Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala
dan jangka waktu penerapan tarf tersebut, dimaksudkan untuk
mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan
objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah MNomor
§6 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling
lama lima tahun sekali,

C. Retribusi Persampahan/kebersihan
1. Objek, Subjek dan Wajib retribusi persampahan/kebersihan

a. objek retribusi persampahan/kebersihan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (2) adalah pelayanan
pamampahanmmm yang diselenggarakan ole pemerintah
daerah,untuk tujuan kepentingan dan kemanfsatan umum
meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta
pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan instutitional
industry dan perdagangan.

b. Subjek retribusi persampahan menurut Peraturan Daerah
Momor 14 Tahun 1899 pasal 2 ayat (2) adalah pribadi atau



badan yang memanfaatkan menikmati pelayanan yang
dimaksud ayat (2) tersebut,

Waijib retribusi persampahan menurut adalah badan atau
orang yang wajib membayar juran atau retribusi terhadap

pelayanan persampahan/kebersihan yang telah disediakan
oleh pemerintah.

2. Tarif retribusi persampahan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 6 struktur
dan besamya tarif dalam kota meliputi pengangkutan, pembuangan, dan
penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah
tangga, bangunan institutional, industd, dan perdagangan Yyang
ditetapkan retribusinya sebagai berikut .

a. Pelayanan fidak langsung

Pengangkutan sampan oleh pemerintah daerah dan TPS!

kontainer ke TPA/tempat pemusnahan sampah yang dikumpulkan sendiri
oleh masyarakat ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kontainer
dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.500.- (seribu Lima Ratus Rupiah)

perbulan per rumah tangga

b. Pelayanan langsung
Pengambilan langsung pada bangunan selanjuinya diangkut ke

TPA untuk dimusnahkan oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi

perbulan dengan memperhatikan jumiah produksi sampah. Adapun



besaran tarif persampahan menurut Perda Nomor 14 Tahun 1&‘&9_’ Pasal

6 (b) sebagai berikut :

d.

a. Rumah tafgga

Bangunan darurat

Rumah susun

Bangunan semi permanen
Bangunan permanen fidak bertingkat
Bangunan permanen bertingkat

s

Pl

A
i

Rp. 2000
Rp. 5000
Rp. 4000
Rp. 5000
Rp. 75000

b. Restoran, Bar, Rumah makan, Panti pijat, dan kafe

Restoran/Bar kelas 1
Restoran/bar kelas ||
Rumah makan kelas |
Rumah makan kelas |l :
Rumah makan kelas Il
Panti pijat dengan bar
Panti pijat tanpa bar
Poliklinik/ balai pengobatan/puskesmas
Rumah prakiek dokter
_rumah praktek dokier kelompok
rumah praktek dokter pérorangan
. Apotik, kios, toko obat
Rukoftoko

Rp. 225.000
RP. 100. 000
Rp. 150. 000
Rp. 100. 000
RP. 50. 000
Rp. 75.000
Rp. 45. 000
Rp. 20.000

Rp. 30. 000
Rp. 15.000
Rp. 7.500



3, Cara penetapan dan perhi

Toko menyatu dengan rumah g

pengurangan, keringanan,
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Rp. 45.000
- Salon kecantikan
Salon kecantikan kelas | Rp. 45.000
Salon kecantikan kelas Il Rp. 15.000
. Tukang cukur
Tukang cukur berkelompok Rp. 30. 000
Tukang cukur parorangan Rp. 10. 000
Penjahit
Penjahit kelas | Rp. 50.000
FOTyRE ey Rp. 25. 000
Bengkel reparasi
Bengkel kelas | Rp. 75. 000
Bengkel kelas || Rp. 46. 000
Bengkel kelas [l Rp. 20, 000
k. Warung/ kedai
Bukan penjual makanan Rp. 10. 000
| Badan sosial
Rumah ibadah Rp. 10, 000
Badan social kelas | Rp. 15. 000
Badan social kelas il Rp. 10. 000
dan pembebanan retribusl.

tungan refribusi persampahan



Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan
mempernatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar
golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001
Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah
ditentukan dengan cara ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemapuan masyarakat, dan aspek keadilan,

Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasamya disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-
jenis refribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.
Disamping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan
masyarakat.

Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai kewenangan untuk
menetapkan prinsip dan sasaran yang dicapal dalam menetapkan tarif
retribusi jasa umum.

Besamya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang
menggunakan jasa atau perizinan tertentu dinitung dengan Gare
mengalikan tarf retribusi dengan tingkat penggunaan Jass. DEngan

 pesamya retribusi yang terutang dihitung bardasarkan terif
retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat mampu

dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya
a
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pengumpulan, transportasi, dan penbuangan sampah. Sedangkan, untuk

golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.

4. Tata  Cara  Pemungutan dan  Penaghan  Retribusi
Persampaharn/kebersihan

Sesual Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 8 angka {1)
menyatakan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Artinya seluruh proses kegiatan pemungutanretribusi tidak dapat
diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan
berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak
ketiga.

Dengan sangat seleklif dalam proses pemungutan retribusi,
pemerintah daerah dapal mengajak bekerja sama badan-badan tertentu
yang karena profesionalisme layak dipercaya uniuk untuk melaksanakan
sebaglan tugas pemungutan jenis refribusi tertentu secara lebih efisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan
pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besamya retribusi yang
terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak
| 1 ayat 71 sampai 74 Refribusi dipungut dengan

n Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen
surat ketetapan retribusi yang

dan Retribusi Pasa
menggunakan Surat Ketetapa

lain yang dipersamakan. SKROD adalah

i dipersamakan,
retribusi. Dokumen lain yang
menentukan besarmya pokeK
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antara lain, i
berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.selain itu,

berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 15 Jika wajib retribusi
tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar, ia
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap
bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD
merupakan surat untuk melakukan tagihan refribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan denda. Tata cara pelaksanaan
pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah,
D. Faktor penghambat

Dalam membahas implementasi hukum ada baiknya jika kita juga
memperhatikan efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan
dengan apa yang dikemukakan cleh Ishaq §.H.,M.Hum dalam bukunya
Dasar-dasar limu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan
hukum ada factor yang mempengaruhi dan mempunyal arti seningga
dampak positive dan negativenya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Sosriono Soekanto bahwa factor tersebut ada fima yaitu :

1, Hukumnya sendir
2 Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas
4 Masyarakat
5. Kebudayaan

a, Hukum itu sendifl



Dalam prakiek penegakan hokum dilapangan, adakalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hal ini disebabkan
oleh konseosi keadilan dalam hukum bersifat abstrak, sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara
normative. Justru itu suatu kebijakan atau suatu tindakan yang tidak
sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu tindakan yang dapat
dibenarkan sepanjang tindakan atau kebijakan itu tidak bertentangan
dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan
hanya mencakup Jow  enforcement namun  jugapesfadce
maintenancekarena penyelenggaraan hukum merupakan proses
penyerasian antara kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk
mencapai tujuan yang telah ada.

b. Faktor penegakan hukum

Dalam mengimplementasikan hukum, mentalitas atau kepribadian
penegak hukum memainkan peranan penting. Jika hukum yang beriaku
tersebut sudah berjalan baik tetapi kualitas petugasnya kurang baik maka
hukum tersebut juga tdak akan berjalalan efektive. Oleh karena itu salah
satu kunci keberhasilan dalam m&ngimphnﬂnta:aikm suatu aturan atau

kebijakan adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukumnya itu

sendiri. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh J.E Sahetapy

yang mengatakan bahwa :

hukum dan pengimpierrmntasian hukum,

*dalam rangka penegakan kebijskan  adalah  suatu

penegaks g i adalah sebuah
: kebenaran tanpd kejujuran

kebenaran penegakan

kemunafikan.”



c. Faktor sarana dan prasana

Sarana prasarana dalam pengimplementasian suatu kebijakan
dapat pula dikatakan sebagai fakior yang sangat mempengaruhijika
suatu kebiujakan tidak dikung dengan sarana dan prasana yang memadai
maka yakin saja bahwa kbijakan tersebut juga tidak dapat berjalan
efektfif. Oleh karena itu peranan sarana atau fasilitas sangat berpengaruh
terhadap penegakan aturan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut
maka tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan
yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadran
hukum. Persoalan yang fimbul adalah taraf kepatuhan hukumnya,
kepatuhan hukum disini dimaksudkan ada tiga yaitu kefatuhan hukum
yang tinggi, sedamg bahkan kurang. Adanya derajat kepatuhan
masyarakat terhadap hukum ataupun suatu kebiakan adalah suatu
indikator yang mempengaruhi jalannya hukum atau kebijakan tersebct

e. Faktor kebudayaan

Menurut Scerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang
manusia dan masyarakat yaitu mengatur bagaimana
dan menentukan sikapnya. Dengan demikian

besar bagi
masyarakat dapa bertindak



= i,

Jika kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto ﬁilh
1.'.

dapat terpenuhi maka pastilah implementasi hukum atay suaty l-:dt-lfahan
dapat dinilai berjalan efektive, o

.



BAB il
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas baik
menyangkut permasalahan dari objek penelitian itu sendid maupun lokasi
atau tempat/wilayah dimana penelitian akan berlangsung. Adapun, lokasi
yang dimaksud adalah wilayah kecamatan Ujung Pandang khusunya di
daerah kelurahan Maloku Pemilihan lokasi didasarkan karena mengingat
kecamatan Ujung Pandang khususnya Kelurahan Maloku termasuk
wilayah yang padat akan aktivitas sehingga daerah Ini menjadi salah satu
daerah penghasil sampah dalam jumiah yang tinggl.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam
penulisan ada 2 yaitu :

1. Data primer

Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh dari
hasill observasi yang dibantu dengan penyebaran kuesioner
dengan mengambil responden sebanyak 30 orang pada wilayah

serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang

penelitian
berkompeten dan terkait dengn masalah dalam penelitian.

2. Data Sekunder



Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan

Perundang-undangan, tuiisan, makalah, buku-buku , dan dokumen

alau arsip atau bahan laifi yang berhubungan dan menunjang
dalam masalah penelitian.

C. Tekhnik Pengumpulan Data
1. Penelitian kepustakaan (Liberary Resech)
Dengan penelitian  kepustakaan inl dimaksudkan untuk
mendapatkan berbagal literature yang berkaitan dengan penelitian
baik berupa buku, majalah, laporan penelitian maupun bacaan-
bacaan lainnya yang terkait.
2. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan dilakukan dengan tekhnik pengumpulan data
dengan cara melakukan wawancara langsung (quide interview)
dan angket (quisioner). Wawancara ditakukan dalam bentuk tatap
iuka secara langsung dengan pihak warga yang bermukim di
kecamatan Ujung Pandang. Quisioner disajikan dalam bentuk
suisioner tertutup, yaitu dengan menyediakan Jawaban yang Skan

dipilin oleh responden dan quisioner hanya diberikan kepada

sampel penelitian.
D. Analisis Data

Satelah data yang berfub
<ekunder). Selanjutnya, @
segi jumiah dan juga di

ungan dangan penelitian terkumpul (data

ianalisis secara kuantitatif yaitu
ikl analisis secara Kualitatif
gy m R 1 =ta Aari
menganalisis data d



yaitu menguraikan isi serta mengkategorikan pemaknaan dari setiap

kata. Kedua tekhnik analisis data tersebut disajikan secara deskriptif

berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran objek penelitian
secara sistematis.



BAB Iv

A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Maloku adalah salah satu kelurahan yang berada dalam
wilayah kecamatan Ujung Pandang dengan luas wilayah 20 ha/km dan
terdiri dari 4 RW dan 17 RT dengan batas wilayah administrative :

-sebelah timur : kelurahan sawerigading

-sebelah barat ; selat Makassar

-sebelah utara : kelurahan bulogading

-sabelah selatan : kelurahan losari

Penduduk Kelurahan Maloku berdasarkan pencatatan tahun 2008
sampai 20059berjumiah 7644 jiwa dimana jumiah perempuan lebih banyak
dibanding penduduk laki-laki. Penduduk perempuan sebesar 1396 jiwa

dan laki-laki berjumiah 1247 jiwa.

Table |
Jumiah penduduk Menurut Jenis Kelamin
Na. | Tahun Jenis kelamin (Jiwa) Jumilah
Laki-laki Perempuan =
1 2008 1305 jiwa 1436 jiwa ;;4 :x
: i 1396 [lwa ]
| 2. 2009 1247 jiwa

Sumbar ; Kelurahan Maloku

2 Vis| dan Misi kelurahan Maloku
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Berdasarkan penelitian yang telah penuiis lakukan dikecamatan
Ujung Pandang tepatnya dikelurahan Maloku adapun Visi kelurahan

Maloku adalahMewujudkan masyarakat yang berkualitas dan

sejahtera melalul pengembangan potensi sumber daya dengan
berlandaskan pada moral agama dan niali nilai luhur budaya.

Visi pembangunan kelurahan Maloku untuk mendukung

pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, mengantisipasi
perkembangan lingkungan strategis dan era globalisasi. Visi singkat itu
mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan aspirasi dan
cita-cita masyarakat yang berada di wilayah kelurahan Maloku kecamatan

Ujung Pandang.

Retribusi persampahan / kebersihan adalah juran yang dilakukan
olen waijib retribusi kepada pemerintah yang dilaksanakan dengan jasa
yang timbal balik secara langsung meliputi pengumpulan, pengangkutan,
pemusnahan. dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang indah
dan bersih.

Berdasarkan data-data yang dkeluarkan oleh Dinas Pertamanan

ota Makassar jumiah besaran potens| walib retribusi
pandang khususnya kelurahan Maloku dapat

dan Kebersihan k
untuk kecamatan Ujung

dilihat pada table berikut :



Tabel ||
besaran potensi wajib retribusi untulk j
kecamatan
snya kelurahan Maloky o

| NO KETERANGAN POTENSI WAJIB
RETRIBUS]
;- Eumamh *Einggai mewah 120 kepala keluarga
- | Rumah tinggal (permanen, semi | 200 kepala keluarga
permansn)
3. | Rumah sakit 5 Unit
4. | Sekolah 3 unit
5 Mess / wisma 15 unit =
6. Hotel 5 l.ll'lﬂ
7. | Kantor 15 unit
8. | Tata usaha B unit
9. | Toko 70 unit
10. | Ruko 90 unit
11. | Bengkel 7 unit
12. | Lain-lain 65 unit
13. | Rumah makan 11 un!t
14. | Warung makan 25 unit

symber data - Dinas Pertamanan Gan Keindahan kota makassar
3. Struktur Organisasi Dinas pertamanan dan kebersihan

Organisasi berasal dar isfilah Yunani yaitu Organon, yang berarti

alat, bagian, anggota atau badan.

Preston dan Zimmerer datam Djatmiko (2008:1), nﬁ;ﬁmugam
bahwa “organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang alam

kelompok, yang bekerja samauntuk mencapai tujuan bersama’.

atu organisasi
Pelaksanaan koordinas! pembangunan oleh suall Crg
<truktur organisasinya dengan tugas yang
memberi pengarn terhadap kemammpuan

sangat ditentukan oleh

diemban. Hal tersebut akan

ﬂl'ﬂﬂl Ilﬂaﬂi ||tﬂﬂ! nan || hara

Kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sesual dengan

pengguna jasa.
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i HIJ PEBE\HHT ﬂ'ﬂﬂgatﬂ )
hui

dan tanggung jawab maﬁmﬂhaﬂing tugas, wewenang

Peraturan Pemerintah nomar
Organisasi Perangkat Daerah dan :1 B
eraturan daerah Kota Makassar
Nomor 2 tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan hal tersebut maka
lahitah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan
susunan Organisasi Perangkat Daerah kota Makasar Pasal 26 ayat 3
tentang susunan organisasi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan yaitu
terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas |
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan,
3. Subbagian Periengkapan.
¢. Bidang Pertamanan, terdiri atas :
1. Seksi Pembangunan Taman,
2 Seksi Pemeliharaan Taman;
3. Seksi Pembibitan.
d. Bidang Penghijauan Kota, terdin atas .

1. Seksi Pembangunan kawasan Hijau;

an Hijau;



e. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota, terdin atas :

2. Seksi Pengembangan Partisipasi:
3. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik:
f. Bidang Penataan Kebersihan Kota, terdiri atas

1. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota;
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan
Kota;
3. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

4. Visi Dan Misi Dinas Pertamanan dan Keindahan

Berdasarkan penelitian yang penuis lakukan , adapun Visi dan Misi

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar adalah :

e Visi

Makassar kota BINA (Bersih, Indah, Nyaman dan Asri)

» Misi

Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan

gumber daya yang adasecara optimal untuk

5 faatan potensi
reman afektive dan efisien.

untuk mencapal tujuan yang
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-Perwujudan  aparat pengelola  yang berfungsimelayani

akuntabilitas,

. proaktif, transparan dan

-Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakatkota terhadap

kebersihandan keindahan lingkungan melalui pembinaan

penyuluhan secara terencana dan berkelanjutan.

S.Kedudukan dan Fungsi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota
Makassar

KedudukanDinas Pertamanan dan kebersihan kota Makassar
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 adalah sebagai
penunjang pemerintan daerah kota Makassar di bidang kebersihan dan

keindahan yang berwawasan lingkungan
Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar adalah

1. Pembinaan umum dibidang keindahan kota

5 Pembinaan tekhnis penyusunan rencana pelaksanaan
program, penyusunan bahan penyuluhan, penyusunan program
pengembangan dan pemeliharaan taman koyal pemakaman,
penyapuan dan pembersihan selokan/saluran.

3. Pembinaan operasional sesual kabijakn yang ditetapkan oleh

walikota

4 Pelaksanaan perizinan pemakaman



5. Pelaksanan koordinasi penyusunan
bidangnya

rencana program di

6. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota
Makassar

Tujuan adalah suatu implementasi atau penjabaran dari misi,
sebagai arah yang akan dicapai di masa yang akan datang dalam jangka
wakiu tertentu yang bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan
kedepan.

Tujuan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yaitu

1. mewujudkan kota Makassar yang indah dan bersih

2. - Meningkatan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan

3. - Memanfaatan potensi sumber daya yang adasecara optimal
untuk untuk mencapai tujuan yang efektive dan efisien.

Sasaran dapat diartikan sebagai suatu penjabaran dan tujuan
secara terukur dan nyata yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun
waktu tertentukurun waktu ini dapat berupa bulanan, triwulan,
semesteran ataupun tahunan. Fokus utama dari sasaran adalah hasil
yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi yang sifatnya

spesifik, dapat dinitai, diukur. menantang namun dapat dicapai secara

berorientas! pada hasil yang dicapai pada pariode satu tahun.
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Sasaran dar Dinas Kebersihan dan Keindahan kota Makassar
yaitu

Kebersihan dan keindahan tiap-tiap wilayah kota Makassar

Pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan kebersihan
kota

3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

4. Peningkatan pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan Kota Makassar
1. Pengetahuan masyarakat

Menyinggung tentang implementasi perda 14 Tahun 1899 tersebut
secara khusus pada kecamatan Ujung Pandang khususnya kelurahan
Maloku, maka berkut ini penulls akan menyajikan hasil peneliian
dengan mengambil 30 orang responden dar kelurahan Maloku
kecamatan Ujung Pandang.

Dengan menyebar quisioner yang salah satu pertanyaannya yaitu
“apakah anda mengetahui keberadaan Perda Nomor 14 Tahun 1999
tentang retribusi persampahan dan kebersihan kota Makassar. Dari
pertanyaan tersebut bahwa 20 orang atau sekitar 666 % yang
mengetahui keberadaan Perda sedangkan 10 orang atau sebesar 33.4 %

belum mengetahui keberadaan Perda tersebut.



Table 11|
Juml
e miah Responden ?M

Hagi Mengetahui Perda 14 Tahun 1999
= - Jumlah
: Tidak mengeRali 0
JUMLAH geanu 10 Orang
Sumber : data primer 30 Orang

Dari hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa pada umumnya
masyarakat yang bermukim dikelurahan Maloku sudah mengetahu
Keberadaan Perda 14 Tahun 1999 tersebut. Menurut salah satu warga
yang bermukim di kelurahan Maloku melalui wawancara yang dilakukan

tanggal 10 april 2010 :

“kami sudah mengetahui keberadaan Perda ini {14 tahun 1989) ,
pihak pemerintah daerah sekitar tempat tinggal kami punpun telah pernah
mengadakan sosialisasi fentang Perda Nomor 14 Tahun 2010,

Pertanyaan selanjutnya yaitu berapakah besaran tanf yang
dikenakan tiap rumah untuk tiap bulannya?. Dari hasill penyebaran
quisioner tersebut didapatkan jawaban bahwa rata-rata fiap rumahnya
membayar sebesar Rp. 25.000,- tiap bulannya. Hal ini sebenarnaya tidak
sesual dengan besaran tariff yang telah ditentukan dalam Perda Nomor
14 Tahun 1999 Pasal 6, namun dengan perubahan keadaan ekonomi
yang ditandai dengan naiknya harga bbm maka tariff jasa pelayanan
persampahan juga mengalami kenalkan tariff sebesar Rp. 23.000,-
hingga tariff retribusi yang diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 1989
besar Rp. 2.000,- menjadi Rp.25.000,- . selain itu pihak
han oleh abd. Bahar dalam wawancara

yang awalnya se
dinas Pertamanan dan kebersi
pada tanggal 18 april 2010 menyatakan bahwa :

)



untuk tarif persampahan / kebersihan selayaknya sudah diadakan

revisi mengingat usia Perda ni telah kadaluarsa karena telah mmmpal
11 tahun.”

2. Objek Retribusi

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 Pasal 2
ayat (2) yang berbunyi :

“objek persampahan/kebersihan adalah pelayanan
persampahan‘kebersihan yang diselenggarakan olenh pemerintah
daerah, meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sera

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga,
bangunan institutional industry dan perdagangan’

maka, objek retrbusi untuk daerah kelurahan Maloku berdasarkan
hasil penelitian pada kelurahan Maloku (tanggal 15 juni 2010) adaiah

sebagi berikut :

Table IV

Jasa Pelayanan Pengangkutan Sampah
Kelurahan Maloku

Bentuk pelayanan Jumiah potensi
Pelayanan persil rumah tinggal /door to | 270 kepala keluarga
door

keluarga
Pelayanan persil Komersil / TPS | 80 kepala
Pelayanan Kontainer 240 Kepala Keluarga

Sumber - kelurahan Maloku

alz
)

el

Tabel V
Pengeloiaan Pelayanan Kebersihan / Sampah
TEMPAT P e Mmumsuh? JUMLAH | VOLUME
NO | TEMPAT PENANGANAN L o
g ﬁmf ka = Tersebar 7 6-10
E‘tﬁmmp Tersebar 3 6
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2. Fasilitas

HMZMEW In—tw

150

3. Besaran Tarif Retribusi Persampahan / Kebersihan

Besaran tarif refribusi persampahan / kebersihan untuk kota
Makassar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomer 14 Tahun 1999
pada Bab V| Pasal 6. Namun, Seiring dengan bertambahnya biaya
operasional pengelolaan / pemusnahan sampah , maka dinas
Pertamanan dan kebersihan kota Makassar merasa perlu adanya
penyesuaian tarif. Penetapan penyesuaian tariff jasa usaha pelayanan
untuk sementara didasarkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor
03 Tahun 2010 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan
dan Kebersihan Kota Makassar.

Jika kita mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 49ayat 2
yang isinya yaitu ;

“Peraturan Gubemur, Peraturan Etmnﬁ.ﬂ.ffalihﬁtn. atau Peraturan
lainnya di bawahnya dimuat dalam berita daerah

Dengan kata lain peraturan walikota berada dibawah peraturan
daerah,.Dalam ilmu hukum dikenal asas Jex superior derogate lex
imperioryang artinya bahwa hukum yang lebih ftinggi mampu
ng ada dibawahnya. Namun, apa yang kita

mengenyampingkan hukum ya

lihat tidak demikian. Pemberlakuan Peraturan Walikota  untuk
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menggantikan sementara Peraturan B

atauran

jelas telah menyalahi

- Mgn:fll'_:'i‘l p;!hak Dinas Pertamanan dan Kebersinan Kota Makassar
e '?-HEH S.E (dalam wawancara 15 juli 2010) mengatakan
Beciii ficangan peraturan daerah yang baru sebagai pengganti
eraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 tentang pelayanan retribusi

ersampahan/kebersihan kota Makassar sementara ini sedang disuam?-
EEMHEE;? walikota  mengambil kebijakan untuk  sementara
ELHE akukan tariff yang telah diatur dalam Peraturan Wallkaota

sar Nomor 03 Tahun 2010, lagipula masyarakat juga tidak ada
yang keberatan dengan besaran tanff tersebul mengingat kondisi
perubahan ekonomi selama beberapa tahun ini.

Adapun besaran tarif pemungutan retribusi persampahan [
kebersihan untuk kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor 03 Tahun2010 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel VI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN
KEBERS!HAN DI KOTA MAKASSAR

MO | JENIS BENTUK PELAYANAN BE?AEI:"I‘E HETERANGAN
ARI

1. | Pelayanan Rp. 150.000,- | Daftar tunggu 2-5
penyedotan/pengangkutan hari pipa_ﬂdals:
limbahfjamban (perseptik lebih dari 25 m
tank/tangki}

2. | Pelayanan penyedotan Rp. 200.000,- | Pelayanan
/pengangkutan limbah/tinja langsung 1-2 hari
jamban (perseplik pipa tidak lebih
tamkitanki) dari 25 m

3. | Pelayanan Rp.250.000,- Pelayanan
penyﬁdntan!pungarghutan langsung 1-2 hari
limbah cair & limbah pipa tidak lebih
industry lainnya (perseptik dari 25 m

k/tanki

4 t;:!;ﬂ}mnagl Rp. 350.000,- | Untuk kabupaten
panyadut&ruprngangkLﬂan gowa pipa tidak
limbah tinjaffamban lehih dari 25 m
kabupaten tetangga

3 gﬁin : Rp. 400.000.- Untuk kabupaten

B2



penyedotan/, 3 =
imbah tinjaampan- maros pipa fidak
kabupaten tetangga hzglﬁh lebih dari
_E_Jﬁr;rﬁ_epﬂ tank/tanki) "
: ayanan Rp. 5000 Per km h |
o ditambah

penyedotan/pengangkutan tariff pﬂiayana:
limbah tinjaljamban kabupaten
kabupaten tetangga tetangga

= é[p:rsapﬁ tank/tanki)

- | Sewa pipa penyedotan Rp. 5.000.- Per meter pi
limbah tinja industry : P

8. | Pelayanan angkutan Rp. 100.000 | Ukuran 1 ms/d 6
sampah system m
kontainer/ret _

9. | Pelayana angkutan sampah | Rp. 140.000,- | Ukuran & m s/d
sisitemn containerfret 10

m
"10. | Pelayanan angkutan Rp. 5.000,- Masyarakat
sampah system membawa
container/ret langsung ke
cantainer
11. | Angkutan sampah Rp. 7.500,- Jalan/lorong per
persil TPS/KK/Bulan/secara rumah tangga
komunal __

12. | Pelayanan angkutan Rp. 25.000 Per m secara

sampah rumah tangga door komunal
to door

13. | Pelayanan angkutan Rp. 30.000- | Perm secara
sampah komersial door to manual
door

n . 3.5000,- Per m secara

¥ 5:;?;:2?3::?1::? 1 manual/ alat berat

15 | Pelayanan angkutan Rp. 50.000 Perm i"m“
sampah kawasan s
perumahan elite & jalan
utama perkantoran door to
door

25.000 Per petak &satu
| Pelayanan angkutan Rp. odata

1E ﬁmgh toko di luar lantai setiap bulan
kawasan perdagangan —

17. | Pelayanan angkutan Rp. 40.000.- ﬁﬁéf&p
sampah toko dalam bulan
hﬂmﬂ.ﬂmrﬂwﬂﬂ Rp. 45.000,- Per petak & satu

78, | Pelayanan angkutan i
 diluar kawasan




perdagangan
- fantai setiap bulan
- | Pelayanan angkutan
sampah rurnamfinkdan toko RP-60.000- | Per pefik & saf
dalam kawasan -
perdagangan lantai per bulan
20. | Sewa container ukuran Tm* | Rp. 600,000~ | Sefiap buian
21. | Sewa container dengan -
e i, Rp. 750.000,- | Sefiap bulan
22. | Tempat pembuangan Rp.25.000 Satu kali
sampah langsung TPA membuang
tinja{lPLT/NPAL)
Tempat pembuangan Rp. 20.000,- Satu kali
23. | sampah langsung TPA membuang
sampah tamangapa
24. | Sewa alat berat willoader Rp. 200.000,- | Perjam
‘dan sejenisnya
25 | Pelayanan angkutan a. Rp. 15.000,- | Diatas ™ m*
sampah rumah tangga door | b. Rp. 10.000,- | secara manual
to door ¢. Rp. 8.500,- - dn
secara
manual buian
Kurang “ m’
secara manual
per bulan
76. Fﬂ'ﬂ?ﬂnﬂn angkutﬂn d. RP 1l}.ﬂﬂﬂ,— Per bulan
sampah penjual kaki ima | e Rp. 5.000.- Per 2 minggu
f Rp. 2500~ |Perminggu

Sumber - Dinas pertamanan dan Kebarsihan
Daftar tarif jasa usaha pelayanan persampahan Dinas Kebersihan

Kota Makassar. Untuk pelayanan angkutan sampah pada kelurahan
Maloku per rumah tangga secara langsung dari rumah kerumah yang
lebih dari 1m® yang dilakukan secara manual dikenakan tariff sebesar
Rp. 25.000.- /m’, dan apabila masyarakat mengangkut sampahnya
langsung ke kontainer maka mereka dikenakan tarif Rp.5.000,- /bulan

tigp rumahnya.



Pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan Dinas
Kebersihan di Kec. Ujung Pandang kelurahan Maloku dilakukan secara
confinue yaitu mengoperasikan 7 unit kontainer yang ditempatkan di 5
pusat pelayanan kebersihan.

4. Penagihan dan pemungutan

menurut Perda Nomor 14 Tahun 1899 Tentang Pelayanan retribusi
persampahan/kebersihan pada Bab VIl Pasal 8 (1) pemungutan retribusi
tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses  kegiatan
pemungutanretribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun,
dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh
bekerja sama dengan pihak kefiga. Dalam hal penagihan retribusi Dinas
pertamanan dan kebersihan kota Makassar telah bekerja sama dengan
pihak kelurahan maloku. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak
Syfrullah S.E selaku kepala bagian keuangan (pada wawancara tanggal
25 mei 2010) :

“Dinas kami memiliki kewenangan untuk menark/menagih
pembayaran retribusi persampahan untuk tiap-tiap wilayah kota Makassar
termasuk kelurahan Maloku. Hanya saja untuk daerah gangflorong-lerong
kecil yang ada, plhak kami telah bekerja sama dengan pihak kelurahan

sehingga arikan retribusinya dilakukan oleh kolektor tertentu. Pihak
kamﬁganyﬁn&nangani penarikan retribusi yang ada pada jalan poros

saja.”
Pemerintah kota Makassar sangal seleklif dalam proses
pemungutan retribusi,, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama

badan-badan tertentu yang karena profesionalisme layak dipercaya
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untuk untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi
tertentu secara lebih efisien, Dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi

yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan
perhitungan besamya refribusi yang terutang, pengawasan, dan
penyetoran retribusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
retribusi dan pajak bab 1 Pasal 1 ayat 71 sampai dengan 74 memuat
tentang cara pemungutan retribusi vaitu Refribusi dipungut dengan
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen
lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besamya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan,
antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitan Untuk
masyarakat daerah kelurahan Maloku biasanya diadakan penarikan
retribusi satu bulan satu kali. Untuk masyarakat yang bermukim didaerah
wilayah gangflorong akan diperiksa kartu langganannya oleh pihak
kelurahan dan kemudian membayar sejumlah uang sebagai pembayaran
retribusi sesual dengan besaran tariff yang telah ditetapkan.

Adapun cara pemungutan retibusi persampahan / kebersihan

untuk kelurahan Maloku adalah sebagai berikut .

Tabel VII

Cara Pemungutan Retribusi Persampahan/ kebersihan Kelurahan Maloku

' y Cara pemungutan
ho Bentuk Pelayara Penagihan oleh pihak / kolektor yang

L Fos i i inl pihak kelurahan
berwenang dalam hal inl p
ik maloku yang disertai dengan SKRD (surat




tagihan retribusi daerah) / ecekan
kartu langganan. sl

Pelayanan Langsung

Sumber : Dinas pertamanan dan kebersinan kot Makassar,

Wajib retribusi membayarkan besaran
retibusi yang teutang pada loket yang
telah disediakan oleh pihak yng
berwenang dengan menyerakan SKRD

(surat ketentuan retribusi daerah)

Dari hasil penagihan dan pemungutan retribusi pelayanan

persampahan / kebersihan dikelurahan maloku dapat kita ketahui
seberaa besar konstribusi persampahan / kebersihan kelurahan maloku
untuk PAD kota Makassar.

Adapun besaran realisasi penerimaan pelayanan persampahan /

kebersihan kelurahan Maloku dat kita lihat pada table berikut :

Tabel Vil
Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan
kelurahan maloku
No Bentuk pefayanan “Banyaknya | Jumiah penerimaan
1 Felayanan persil rumah tinggal /
docr to door
a. Pelayanan angkutan sampah 200 unit Rp. 4.500.000,-
rumah tangga door to door
b. Pelayanan angkutan sampah 120 unit Rp. 6.000.000,-
rumah tangga kawasan elil
jalan utama perkotaan door 10
door
2. | Pelayanan persil komersil / TPS =
a. Lorong-lorong (masy. 125unit | Rp. 625.000,-
Membawa sendiri sampah ke
container) = .
b. Pedagang kaki lima 65 unit | Rp. 650.000-
3. | Pelayanan container .
a. Pelayanan angkutan sampah 60 unit Rp. 1.500.000,-
toko diluar kawasan
b. Pelayanan a:l'nghulnn sampah 50unit | Rp. 2.000.000
toko dalam kawasan
rdagangan el
g, E':Iayanan sampah rumah dan 50 unit___ | Rp. 4.500.000-
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toko dituar kawasan
anan
d. Pelayanan sampah rumah dan -
s rovec pa t 60 unit Rp. 7.200.000,
perdagangan
JUMLAH Rp.26.975.000

Sumber : dinas pertamanan dan kebersihan pariade 201 0/bulan
5. Sanksi Administrasi

Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang pelayanan retribusi
persampahan tidak saja hanya memuat unsur-unsur tentang apa iu
retribusi namun juga memuat tentang sanksi yang dikenakan kepada
pihak yang lalai dari tanggung jawabnys. Dalam Perda ini memuat
tentang sanksi administrative terhadap pelayanan retribusi
persampahan/kebersihan. Dalam Bab XIV Pasal 15 yang menyatakan
bahwa dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrative
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sefiap bulan dari jumlah retribusi
yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelurahan Maloku
terdapat beberapa warga yang telah dikenakan sanksi tersebut. Hal ini
diakibatkan oleh kelalaian warga sebagai wajib retribusi uniuk
membayarkan tagihan retribusi terhutangnya selama satu bulan. Bapak
Amiruddin adalah salah salu warga kelurahan Maloku yang telah
dikenakan sanksi admisitratif tersebut (dalam wawancara tanggal 15 Jul

2010} ;



sdya juga dl._nlu pemah dikenakan sanks| karena telat membayar

Ihan retribusi, akibatnya pada blan berikutnya saya harus membayar

tagihan sebesar tagihan selama 2 bulan ditambah dengan 2% darl
tagihan perbulannya®

Dari beberapa table yang telah ada, dapat kita lihat bahwa dari
tahun ke tahun tingkat pelayanan dan penanganan sampah yang
dilakukan oleh pemerintah daerah telah cukup baik,

Maka berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, baik itu dari
data primer ataupun data sekunder maka dapat kita katakan bahwa
pemerintah daerah melalui dinas pertamanan dan kebersihan sejauh ini
telah menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu buki yaitu dengan
ditenmanya piagam adipura pada tanggal 14 juni 2010 untuk kota
Makassar. akhir penelitian ini juga dapat diketahui bahwa ke 30 orang
respcnden pada kecamatan Ujung Pandang pada umumnya
mendambakan kebersihan lingkungan sebagaimana semboyan “bila anda
tidak mampu membersihkan maka jangan mengotori, pujilah dia vang
tidak membuang sampah dan hargai mereka yang memungutnya.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN DAN

PENERAPAN PERDANOMOR 14 TAHUN.

Pada prinsipnya kebersihan adalah merupakan kebutuhan yang

potensial bagi masyarakat perkotaan , sehingga masalah sampah yang
menjadi suatu hal yang masih diperdebatkan tata cara pengelolaanya.

Disadari bahwa memang selama ini penanganan masalah sampah



belumlah dapat dikatakan teratasi tetapi sesungguhnya hanya
memindahkan masalahnya

Berikut inl ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
pelayanan persampahan / kebersihan kota Makassar -

1. Faktor hukum itu sendiri

Menurut Socerjono Soekanto dalam praktek penyelenggaraan
hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian
hukum dan keadilan hal ini disebabkan oleh konsepsi  keadilan
merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian
hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara
normative. Dengan kata lain setiap hukum yang ada haruslah sesuai
dengan kebljakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan
jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Hal ini agar peraturan yag telah disusun dapat berjalan dengan balk.
2. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah
akibat terbatasnya anggaran / investasi yang tersedia

Ketersediaannya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pengelolaan,
dan pemeliharaan lingkungan. Untuk mengelola sampah diperiukan
ketersediaan alat-alat sebagai penunjang bagi para tenaga pengangkut
sampah. Kurangnya jumiah sarana dan prasarana dapat mengakibatkan
beberapa wilayah mungkin saja tidak tersentuh hal inilah yang dapat pula

mempengaruhi masyarakat sebagai wajib retribusi enggan membayarkan
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tagihan retribusinya. Berikut ini Jenis alat pengangkut sampah yang
dimiliki oleh dinas Pertamanan dan kebersihan kota Makassar.

Tabel Vil
Jenis alat angkut sampah yang dimiliki Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Makassar
No. Jenis Alaf Jumiah | Kapasitas | Rhasi Masih
Angkut per unit beroperasi
(m®)
Ya
1. Gerobak 168 1 2 - e
sampah
2 Truk terbuka - -
besar
3 Truk terbuka 4 4 2 -
kecil
4. Mini truk B 3 2 -
{kijang)
5 Truk 3 8 3
(besar)
[} Truk 2 4] 3
compactor
(kecil)
7. Dump  truck - - =
basar p—
8. Dump  truck 768 [ 3 “
kecil _
8. | Arm roll besar 5 10 3 -
10. | Arm roll kecil 51 6 3 5
11. | Trailer - - - "
container
2. | Mator sampah 31 1 d

Sumber : Dinas pertamanan dan keindahan kota Makassar

Dari data tersebut jika dibandingkan luas wilayah persebaran
sampah dan jumlah timbunan sampah dengan jumiah afat yang dimiliki
lembaga pengelola kebersihan tersebut, terdapat Terbatasnya petugas
pengelola disebabkan oleh terbatasnya dana operasional yang tersedia.
Permasalahan sampah merupakan permasalahan segenap lapisan
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masyarakat sehingga diharapkan keikutsertaan masyarakat untuk
menangani masalah-maslah sampah tersebut.

Untuk mengelola sampah dengan luas wilayah 175,77 km dengan
tingkat kompesisi penimbunan sampah sebesar 3.918 M perhari
diperlukan sekurang - kurangnya 1.000 orang. Namun pada
kenyataannya tenaga kerja yang tersedia pada dinas kebersihan kota
Makassar sebanyak 696 orang dengan komposisi sebagai
ketidakseimbangan, kondisi ini tidak mengherankan jilka suatu saat
produksi sampah perhari terjadi penumpukan, bahkan tidak
teratasi.berikut :

Tabel X
Jumilah tenaga kerja Dinas Pertamana dan Keindahan Kota
Makassar
1. | Pengemudi . | 138 crang
2. | Operator alat berat : g orang
3. | Pekeria pengangkutan sampah © ) 226 orang
4. | Pengawas mandor : | 37 Orang
5. | Pekerja pembersih selokan : [ 113 orang
8. | Pekera [enyapu jalan : | 173 orang
JUMLAH 696 Orang

Sumber ; Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota makassar

Dari data tersebut dapat diketahui satu orang pekerjaharus
menangani penumbunan sampah dengan luas wilayah sekitar 252, 54 m
setiap hari. Dapat kita pikirkan bahwa untuk menangani sampah dengan
wilayah yang cukup luas tersebut secrang pekerja harus bekerja keras
sehingga harus ditunjang dengan upah yang sesuai standar hidup yang

layak.
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3. Rendahhnya partisipasi masyarakat membayar retribusi pangeﬁa;f-l ' '

persampahan / kebersihan \f 0
Partisipasi  masyarakat membayar  retribusi pangelﬂla:‘r; i
persampahan / kebersihan merupakan indikator yang sangat
berpengaruh terhadap berhasil tidaknya pengelolaan sampah dan
kebersihan di kota Makassar. Kesadaran masyarakat membayar retribusi
tersebut akan mendorong tingkat pelayanan persampahan. Hal ini juga
dibenarkan cleh salah satu warga masyarakat yang tinggal di wilayah
kecamatanUjung Pandang dalam wawancara tanggal 28 aprl 2010
bahwa :
‘kebanyakan masyarakat blasanya menyepelekan masalah

persampahan , mereka |lebih senang membuang sampahnya di selokan
dibandingkan harus mengeluarkan biaya sebagai retribusi pelayanan

persampahan”

Hal ini termasuk faktor yang sangat berpengaruh karena Untuk
meningkatkan tingkat pelayanan jasa persampahan diperiukan biaya
yang cukup besar untuk membiayai kegiatan operasional persampahan
tersebut.

Akhir penelitian berdasarkan data yang didapat melalui data primer
maupun sekunder dapat dikatakan bahwa implementasi Perda Nomor 14
Tahun 1999 sudah dapat berjalan efektif walaupun sebenarnya masih
banyak faktor-faktor yang mungkin saja menjadi penghambat dalam

pemberiakuan kebijakan-kebijakan tersebut, hal ini ditandai dengan

semakin meningkatnya realisasi penerimaan retribusi

mmpﬂhﬁkﬂbﬂmihﬂﬂ kota Makassar.
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Tabel XI

DAFTAR PERBANDINGAN REALISAS| PENERIMAA
N
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2007 SAMPAI 2009

1”"21 BULAN TAHUN ANGGARAN ]
2007 2008 2009

_1 Januari Rp.138321.000,00 | Rp.156.711.420,00 Rp.142.411.78000 |
2| Februari | Rp.152.766.000,00 | Rp 150.025.300,00 | Rp.143 35453000

3] Maret Rp.158 285 500,00 Rp.171.186.400,00 Rp,149.518,500,00

4| April Rp.157.198,500,00 | Rp.166.590.880,00 Rp.180.765,360,00

& Mel "Rp.160.9B5.000,00 | Bp. 148 273 430,00 Rp.140.364.840,00

6] Juni | Rp156236.000,00 | Fip.167,623 0R0.00 Rp.132.577,380,00

7| Jull Rp.169.571.00000 | Rp 156.514.700.00 Rp.145.798 860,00

8 Agustus Rp.159.714.000,00 | Rp 149.064.000.00 Rp.152.710.560.00

9| Seplember | Rp.156.112.000,00 | Rp 149 855.660,00 Rp.123.545.360,00

1| Oktober Rp.148.486.000,00 Rp.152.396,040,00 Rp.141.164.140,00

0

1| November | Rp.164.105.500,00 Rp.157 484.620, 00 Rp,127.381,120,00

1

1| Desember | Rp.162.5562.500,00 | Rp.152 682 980,00 Rp. 158 802 550,00

2
L_JUMLAH ... | Rp.1.863.302.000.00 | Rp 1 B79618,500.00 | Rp.1.718.511.500,00 |
TARGET Rp.1.784.626.000,00 | Rp/1.952.172.000.00 | Rp 1.852.172.000,00
% 105,54 % 96,28 % 88,03 %
REALISASI

Sumber : Dinas Periamanan dan Kebersihan kota Makassar
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sejauh ini implementasi peraturan Daerah tersebut belum bisa
dikatakan berjalan efektif. Hal ini dapat kita liat dari semakin menurunnya
jumiah realisasi penerimaan retribusi persampahan / kebersihan untuk
tahun 2007 sapai 2008. Hal ini bisa saja disebabkan karena usia Perda
telah mencapai 11 tahun. mengingat tarif retribusi dalamPerda tidak lagi
sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini maka segala aturan yang
berkaitan dengan retribusi layanan persampahan dan kebersihan diatur
dalam Peraturan Wallkota MNomor 3 Tahun 2010. Kebijakan ini
diberlakukan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah yang
baru.

Sebenarmya hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Peraturan Daerah tidak dapat digantikan oleh Peraturan Walikota, karena
pada dasarnya Peraturan Daerah berada diatas Peraturan Walikota,

Selain itu dari hasil penelitian dapat pula diketahui seberapa besar
konstribusi retribusi layanan persampahan/kebersinan di daerah
kelurahan Maloku kecamatan Ujung Pandang untuk PAD kota Makassar.

Selain itu masih banyak kendala-kendala yang mungkin saja dapat

mnjadi penghambat implementasi Perda tersebut kedepannya.

Contohnya saja semakin banyaknya tumpukan dan jenis komposisi
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sampah yang bertambah fiap harinya namun tidak di dukung dengan
Jumiah sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu juga salah satu
faktor yang menjadi penghambat utama dari pelayanan persampahan /
kebersihan yaitu rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendir.
Sebagian besar dari mereka lebih mermilih urtuk membuang sampah di
selokan dari pada harus membayar retribusi persampahan.

B. Saran

1. Kiranya pemerintah kota makassar memperhatikan masalah yang
seharusnya mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius
dengan menambah sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan untuk mewujudakan kota yang indah dan bersih.

2. Diharapkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung
menangani masalah sampah ini, balk dengan membayar retribusi
jasa persampahan / kebersihan maupun fturut serta menjaga
kebersihan lingkungan.

3. Pemerintah kota sebaiknya segera menyusun Peraturan Daerah
yang baru sebagal Penggantian Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 1999 tentang Layanan Retribusi Persampahan dan

kebersihan.

76



DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakoso, 1985, Proses pembuatan Peraturan daerah dan
beberapa usaha penyempumaannya. Jakarta, Ghalia Indonesia

Dunn W. N. 2007. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua:
Teriemahan Samudra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.

Ermaya S.1884.Teord dan Prskiek Kebijfaksanaan Negara, Bandung:
Ramadhan.

H.w Widjaja, 2002. Otonomi dersh dan daerah otonom. Jakarta, Raja
Grafindo Persada,

Irawan Soejito, 1983 Tekhnik Membuat Peraturan Daerah. Jakarta,

Bina Aksara

Krisna Danumurt. Otonomi Dasrah Perkembangan Pemikiran dan
Pelaksanaan. Bandung, Citra Aditya Bakti,

Kunarjo, 1996.Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Jakarta, Ul
Press

Muhamrmad Ali, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta Pustaka Amar

Moleong L.J. 2007. Mefodologi Peneliisn Kualfitatif, Bandung: PT.
Remaja Resdakarya.

Ridwan Syahrani, 1999. Rangkuman Intisari limu hokum. Bandung, Citra

Aditya Bakti
Rosali Abdullah, 2003. Pelaksanaan Ofonomi Luas dan Isu Federalisme

sebagai salu alternatif. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2002.Faktor-fakior yang mempengaruhi penegakan
hukum. Jakarta, Raja Grafindo.Mardailis.2008. Metode Penelitian

Suatu Pendekatan Proposal.Jakarta : Bumi Aksara.



Budi Winamo. 2008. kebijakan Publik Teori dan Proses, Yogyakarta:
Buku Kita.

Salusu J. 2000. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik
dan Organisasi Non Profit, Jakarta: Grasindo.

Solichin  AW. 1897 Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Il Cetakan |, Jakarta:
Bumi Aksara.

Soedargo, 1964.Pajak daerah dan Retribusi Daerah . Bandung

Soenobo wirjosoegito, 2004, Proses Dan Perencanaan Peraluran

Perundangan. Jakarta, Ghalia Indonesia

Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar



